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ABSTRAK

Skripsi ini berjudul Diversi terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Terorisme
dihubungkan dengan Asas Kelangsungan Hidup dan Tumbuh Kembang Anak yang
membahas permasalahan implementasi diversi dan pertanggungjawaban pidana
terhadap anak yang melakukan tindak pidana terorisme. Skripsi ini menggunakan
metode penelitian normatif dengan penggunaan data sekunder berupa pendekatan
perundang-undangan dan pendekatan kasus. Penelitian ini menyimpulkan bahwa
implementasi diversi terhadap anak yang melakukan tindak pidana terorisme diatur
dalam Pasal 7 Ayat (2), Pasal 81 Ayat (6) dan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sedangkan pertanggungjawaban
pidana anak yang melakukan tindak pidana terorisme diatur dalam Pasal 19 Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15
Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi
Undang-Undang, dikaitkan dengan Pasal 69 dan Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Kata Kunci: Diversi, Terorisme, Sistem Peradilan Pidana Anak
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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permasalahan kejahatan di Indonesia menjadi perhatian sejak puluhan tahun
yang lalu. Pada tahun 1970 karena tingkat kejahatan yang begitu menggejolak
menuntut pemerintah Rl mengeluarkan Instruksi Presiden Rl mengeluarkan Instruksi
Presiden Rl Nomor 6 Tahun 1971. Instruksi tersebut tentang penanggulangan
masalah nasional, yaitu kenakalan anak, penyalahgunaan narkoba, uang palsu,

penyelundupan, subversi dan pengawasan terhadap orang asing.*

Kenakalan anak tidaklah dianggap sebagai hal yang luar biasa lagi, saat ini
sudah banyak sekali kasus-kasus pidana yang pelakunya merupakan anak-anak,
dalam artikel yang penulis baca di internet menyebutkan bahwa setiap tahun sekitar
1851 kasus anak yang melakukan tindak pidana di Indonesia pada tahun 2016.> Hal
ini membuktikan bahwa kenakalan anak pada saat ini sudah bersinggung dengan
tindakan kriminal dan hukum, bahkan dalam waktu dekat ini banyak kasus yang
melibatkan anak atau remaja usia belasan tahun, tidak hanya kasus perkelahian dan

minum-minuman keras, tetapi juga pencurian, perampokan, pembunuhan,

! Marlina, Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Bandung: PT Refika Aditama, 2009, him.3.
2 Dimuat dalam artikel dari validnews.co mengenai Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Terus
Bertambah, Selasa 11 Juli 2017, akses internet 23 Mei 2018, Pukul 10.02 WIB.



pengeroyokan atau tawuran, penganiayaan, perusakan, pembakaran, seks bebas,

narkoba, bahkan sampai melakukan tindak pidana terorisme.

Terorisme telah memporak-porandakan kepastian hidup sehari-hari. Teroris
memproduksi ketakutan, mengobarkan kecemasan, mematikan kreativitas dan nilai-
nilai yang memanusiawikan manusia. Terorisme merupakan kejahatan terhadap
peradaban dan merupakan salah satu ancaman serius terhadap kedaulatan tiap negara.
Karena terorisme sudah merupakan kejahatan yang bersifat internasional yang
menimbulkan bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia serta merugikan
kesejahteraan masyarakat, sehingga perlu dilakukan pemberantasan secara berencana

dan berkesinambungan.

Sebagaimana telah disahkannya Undang-Undang Anti Terorisme pada Mei
2018, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Terorisme Menjadi  Undang-Undang ® menyatakan bahwa, “Terorisme adalah
perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan
suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang

bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek

® Lihat Pasal 1 Butir 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-
Undang.



vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional

dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan”.

Dalam Menjalankan perbuatannya, terorisme bisa dilakukan oleh satu orang,
tetapi jauh sebelumnya terorisme dilakukan oleh suatu kelompok secara bersamaan
atau bahkan dilakukan oleh suatu keluarga yang melibatkan anak yang masih
dibawah umur. Pasca Aksi peledakan bom di JW Marriot pada tanggal 5 Agustus
2003 dan Ritz Carlton pada tanggal 17 Juli 2009, yang menewaskan belasan orang
dan luka-luka puluhan orang juga makin membenarkan bahwa di samping persoalan
teror itu tergolong sebagai ancaman serius bangsa dan dunia, juga di sisi lain
dampaknya sangat terasa bagi kehidupan masyarakat.* Diketahui identitas pelaku
bom bunuh diri yang salah satunya bernama Dani Dwi Permana yang masih berusia
17 (tujuh belas) tahun. Fakta ini membuat masyarakat berfikir bahwa kini pelaku aksi
terorisme bukan hanya orang dewasa, akan tetapi juga telah dilakukan oleh anak-anak
muda atau remaja yang labil atau belum memiliki konsep pemikiran yang radikal
akibat kegagalan sistem pendidikan di negara Indonesia dalam membentuk karakter

anak-anak didik Indonesia yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan yang beradab.’

Adapun kasus yang baru-baru ini terjadi yakni Tragedi Bom Surabaya pada
tanggal 11 Mei 2018, terorisme yang dilakukan oleh suatu keluarga yang pelakunya

tidak hanya kedua orang tua, tetapi juga melibatkan anak-anak mereka dalam

4 -
Ibid., him. 3.
®Eddy OS Hiariej, Pelibatan Anak Dalam Aksi Teror, www.gagasanhukum.wordpress.com
diakses tanggal 28 Mei 2018, Pukul 20:05 WIB.



http://www.gagasanhukum.wordpress.com/

melakukan aksi mereka. Diketahui pada pukul 06.30 WIB, dua putra mereka yang
berusia belasan tahun menggunakan sepeda motor saat mengebom gereja pertama.
Sedangkan pada pukul 07.15 WIB, dua anak perempuan mereka yang berusia 12 (dua
belas) tahun dan 19 (sembilan belas) tahun ikut digendong ibunya saat mengebom
gereja kedua yang diketahui bahwa bom tersebut dikaitkan pada leher kedua putri
mereka. Setelah mengantar kedua putri dan istrinya meledakkan diri, pada pukul
07.53 WIB ayahnya melakukan serangan pada gereja ketiga.® Keesokannya pada
tanggal 12 Mei 2018 pukul 08.50 WIB Tri Murtiono dan Tri Ernawati membawa
kedua anaknya yang bernama Ais dan MDS untuk meledakkan diri di Pos Jaga
Markas Polrestabes Surabaya, yang menewaskan ayah, ibu, dan seorang putranya,
namun putrinya yang berinisial Ais selamat dan harus dirawat di UGD RS

Bhayangkara.’

Hal ini menunjukkan bahwa jaringan terorisme tergolong berkembang pesat,
terorganisir, dan canggih. Jaringan yang dibangun bukan hanya melibatkan orang
dewasa, tetapi juga melibatkan anak-anak dibawah umur sebagai bagian dari
organisasi yang bisa dimanfaatkan untuk melakukan suatu aktivitas yang sejalan
dengan misi terorisme.® Jika hal ini terjadi maka peluang munculnya aksi bom bunuh

diri akan semakin tinggi, dikarenakan generasi muda atau anak atau remaja

® Dimuat dalam artikel dari BCC Indonesia mengenai Dua keluarga pelaku serangan bom
Jawa Timur: 'Sulitnya' penanganan orang-orang yang kembali dari Suriah, Senin 14 Mei 2018, akses
internet 28 Mei 2018, Pukul 20:45.

’ Dimuat dalam artikel dari Kompas.com mengenai Anak-anak Terlilit Bom dan Meledakkan
Diri, Pelaku atau Korban?, Selasa 15 Mei 2018, akses internet 16 Juli 2018, Pukul 13:22 WIB.

8 Abdul Wahid dan Mariyadi, Kaderisasi Teroris, www.fajaronline.com diakses tanggal 28
Mei 2018, Pukul 14:10 WIB.



http://www.fajaronline.com/

merupakan masa dimana ide baru dapat dengan mudah ditanamkan pada pemikiran

mereka dan kepribadian yang masih labil.

Keterlibatan anak dalam aksi-aksi teror ini bukanlah hal baru, di belahan
dunia lain seperti Irak, Afganistan, Palestina, atau negara-negara lain di timur tengah
yang sedang berkonflik, aksi-aksi teror yang melibatkan anak sudah sering terjadi.’

Para teroris melibatkan anak-anak dalam aksi-aksi teror karena®’:

1) Kondisi kejiwaan anak yang masih labil mudah diindoktrinasi dengan

hal-hal yang bersifat radikal.

2) Target atau sasaran dari teroris tersebut tidak akan menyangka bahwa
seorang anak dapat melakukan kejahatan sekejam itu sehingga lengah

dalam mengantisipasinya.

3) Para penegak aksi-aksi teror itu memahami konstruksi hukum
pertanggungjawaban pidana anak baik pada level internasional

maupun nasional.

Dalam hukum positif Indonesia, perlindungan terhadap hak-hak anak dapat
ditemui di berbagai peraturan perundang-undangan seperti yang tertuang dalam
Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 pada tanggal 25 Agustus 1990 yang
merupakan ratifikasi dari Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak (Convention on the

Rights of the Child), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

° Eddy OS Hiariej, Loc.Cit.
19 | bid.



Anak.* Anak memiliki hak-hak yang diatur secara Internasional dalam Deklarasi
Hak Anak-anak yang dinyatakan oleh PBB. Deklarasi ini dengan maksud agar
anak-anak ini dengan maksud agar anak-anak dapat menjalani masa kecil yang
membahagiakan, berhak menikmati hak-hak dan kebebasan baik kepentingan mereka

sendiri maupun kepentingan masyarakat, sesuai dengan beberapa asas-asas berikut:**

Asas 2

“Anak-anak mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan khusus, dan
harus memperoleh kesempatan dan fasilitas yang dijamin oleh hukum dan
sarana lain sehingga secara jasmani, mental-akhlak, rohani dan sosial, mereka
dapat berkembang dengan sehat dan wajar dalam keadaan bebas dan

bermatabat.”
Asas 4

“Anak-anak harus mendapat jaminan. Mereka harus tumbuh dan berkembang
dengan sehat. Untuk maksud itu baik sebelum maupun sesudah dilahirkan,
harus ada perawatan dan perlindungan khusus bagi si anak dan ibunya. Anak-
anak berhak mendapat gizi yang cukup, perumahan, rekreasi dan pelayanan

kesehatan.

Maka dari itu aparat penegak hukum harus memiliki pemahaman yang benar dalam
hal pertanggungjawaban pidana bagi anak yang melakukan tindak pidana terorisme,

agar tidak terjadi kesalahan dalam penegakan hukum. Ketentuan mengenai

1 Nasriana, Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 2001, him.13.

12 Deklarasi Jenewa PBB Tahun 1942 Tentang Hak-Hak Anak, telah diakui dalam deklarasi
sedunia tentang HAM serta Undang-Undang yang telah dibuat oleh badan-badan khusus dan
organisasi-organisasi internasional yang memberi perhatian terhadap kesejahteraan anak.

13 Wagiati Soetodjo, Hukum Pidana Anak, Bandung: PT Refika Aditama, 2008, him.77.



pertanggungjawaban pidana bagi anak yang berkonflik dengan hukum atau
melakukan tindak pidana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012
tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, Pasal 72,
Pasal 73, Pasal 74, Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79, Pasal 80, dan

Pasal 81.

Diatur di dalam Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012
Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), anak yang terlibat tindak pidana atau
anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas)
tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak
pidana. Berdasarkan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang
Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) mengenai pidana bagi anak dapat dikenakan

pidana pokok dan tambahan. **

Sedangkan mengenai tindak pidana terorisme itu sendiri diatur di dalam

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang

“BAB V PIDANA DAN TINDAKAN Bagian Kedua Pidana Pasal 71 Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merumuskan:
(1) Pidana pokok terdiri atas:
a) Pidana peringatan;
b) Pidana dengan syarat;
1) Pembinaan di luar lembaga;
2) Pelayanan masyarakat; atau
3) Pengawasan
c) Pelatihan kerja
d) Pembinaan dalam lembaga; dan
e) Penjara.
(2) Pidana tambahan terdiri atas:
a) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
b) Pemenuhan kewajiban adat.



Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
Menjadi Undang-Undang, tindak pidana terorisme diatur di dalam Pasal 6, Pasal 7,
Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16,
Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 19. Terdapat beberapa ciri-ciri utamanya atau

karakteristik tindak pidana terorisme, yaitu: *°

1. Aksi yang digunakan menggunakan cara kekerasan dan ancaman untuk

menciptakan ketakutan publik;

2. Ditujukan kepada negara, masyarakat atau individu atau kelompok
masyarakat tertentu;

3. Memerintahkan anggota-anggotanya dengan cara teror juga;

4. Melakukan kekerasan dengan maksud untuk mendapatkan dukungan dengan

cara yang sistematis dan terorganisir.

Terkait tindak pidana terorisme dalam Pasal 6, telah dilakukan perubahan
sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, yang dikualifikasikan sebagai delik
materiil, yang menyatakan bahwa “Setiap Orang yang dengan sengaja menggunakan
Kekerasan atau Ancaman Kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut

terhadap orang secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara

1> Abdul Wahid, dkk, Op.cit, him. 32.



merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau
mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis,
lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional dipidana dengan
pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun,

pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati”.

Sedangkan mengenai delik formil tindak pidana terorisme diatur dalam Pasal
7 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme tidak dilakukan
perubahan pasal oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, yang berbunyi “Setiap
orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan
bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara
meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas
kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk
menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis,
atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional, dipidana

dengan pidana penjara paling lama seumur hidup”. *°

Mengenai akibat hukum yang dapat dijatuhi kepada anak yang melakukan
tindak pidana, maka harus dilihat terlebih dahulu tindak pidana apa yang dilakukan
oleh anak tersebut. Pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)
bagi anak dijatuhi apabila keadaan dan perbuatan anak tersebut akan membahayakan

masyarakat. Berdasarkan Pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

% 1bid., him. 76.



Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), bahwa “Pidana penjara yang
dapat dijatuhi kepada anak pun paling lama ¥z (satu perdua) dari maksimum ancaman
pidana penjara bagi orang dewasa”. Selain itu perlu diketahui juga pada Pasal 81 ayat
6 Undang-Undang tersebut juga diatur bahwa “Terhadap anak tidak dijatuhi pidana
mati atau pidana seumur hidup, apabila anak tersebut diancam dengan pidana mati
atau pidana seumur hidup maka hukuman yang dapat dijatuhi adalah penjara paling

lama 10 tahun”.

Sehingga akibat hukum yang dapat dijatuhkan kepada anak yang melakukan
tindak pidana terorisme dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, ia tidak dapat
dihukum mati atau penjara seumur hidup. Pidana yang seharusnya dijatuhi kepada
anak tersebut adalah pidana penjara paling lama 10 tahun (setengah dari 20 tahun). 10
tahun juga berlaku bukan hanya pada tindak pidana terorisme, melainkan juga pada
tindak pidana yang ancaman pidananya berupa pidana mati atau pidana penjara

seumur hidup.*’

Pasal 1 butir 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem

Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dikenal adanya diversi. Diversi adalah pengalihan

7 Diana Kusumasari, Pidana bagi anak yang terlibat terorisme, www.hukumonline.com
diakses tanggal 29 Mei 2018, Pukul 10:17 WIB.
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penyelesaian perkara anak dari proses peradilan ke proses di luar peradilan pidana.
Diversi ini dapat diupayakan untuk diberikan kepada anak pada tingkat penyidikan,

penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri.*®

Diversi ini memiliki tujuan sebagaimana juga diatur dalam Pasal 6 Undang-
Undang tersebut.'® Dalam hal ini diversi tidak dapat diberikan bagi semua tindak
pidana yang dilakukan oleh anak, ada batasan atau syarat-syarat yang diatur pada
Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak (SPPA), bahwa diversi hanya dapat dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang

dilakukan:

a) Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun;

b) Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.
Sehingga upaya untuk memberikan diversi terhadap anak yang melakukan tindak
pidana seharusnya memenuhi syarat atau batasan diatas, sedangkan dalam hal ini
tindak pidana terorisme bagi anak dapat diancam pidana penjara maksimal 10

(sepuluh) tahun.

'8 penjelasan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012
Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
¥ BAB Il DIVERSI Pasal (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak merumuskan bahwa, Diversi Bertujuan:
Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
Menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan;
Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

PoooTe



Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik menganalis pelaksanaan upaya
diversi pada anak yang melakukan tindak pidana terorisme sesuai ketentuan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA),
dengan melihat salah satu asas dilaksanakannya Undang-Undang tersebut, yaitu
untuk kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak dengan mengambil judul
penelitian “Diversi Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Terorisme

Dihubungkan dengan Asas Kelangsungan Hidup dan Tumbuh Kembang Anak”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan dikaitkan dengan judul penelitian, maka

penulis ingin mengangkat permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah diversi dapat diimplementasikan terhadap anak yang

melakukan tindak pidana terorisme ?

2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang
melakukan tindak pidana terorisme dalam sistem peradilan pidana

anak di Indonesia ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan dasar-dasar yang dapat melatarbelakangi
implementasi diversi terhadap anak yang melakukan tindak pidana

terorisme.



2. Untuk menjelaskan bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap anak
yang terlibat tindak pidana terorisme dalam sistem peradilan pidana

anak di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan
pemikiran bagi kajian ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum

pidana.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan
pemikiran kepada masyarakat dan khususnya aparat penegak hukum
dalam menangani kasus-kasus terorisme terhadap anak, sehingga dapat
menegakkan  ketentuan  hukum  dengan  mempertimbangkan
perlindungan hukum untuk kelangsungan hidup dan tumbuh kembang

anak.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup kajian yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah mengkaji
mengenai dasar-dasar yang dapat melatarbelakangi implementasi diversi terhadap

anak yang melakukan tindak pidana terorisme serta pertanggungjawaban pidana



terhadap anak yang terlibat tindak pidana terorisme dalam sistem peradilan pidana di
Indonesia, dihubungkan dengan pasal-pasal yang ada dalam Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 5
Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003
Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang

yang berkaitan dengan permasalahan tersebut.

F. Kerangka Teori

Dalam membahas dan menjelaskan penelitian ini, membutuhkan beberapa
macam teori yang berkaitan dengan masalah yang akan diangkat oleh penulis dalam

penelitian ini yang antara lain sebagai berikut:

1. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
Tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa “Perlindungan anak
adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-
haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara
optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Perlindungan hukum terhadap anak merupakan suatu usaha

melindungi anak untuk memperolen dan mempertahankan haknya untuk



hidup, mempunyai kelangsungan hidup, bertumbuh kembang dan
perlindungan dalam melaksanakan hak dan kewajibannya.?’ Perlindungan
hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu
ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh
masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat
tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota
masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap

mewakili kepentingan masyarakat. *

Menurut Satjipto Rahardjo,
Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi
manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan

kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan

oleh hukum.?? Perlindungan hukum ada 2 (dua) bentuk, yaitu:

a. Preventif

Adalah perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah dengan

tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran atau sengketa.
b. Represif

Adalah perlindungan hukum yang berupa sanksi seperti denda,
penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi

pelanggaran atau sengketa.

% Rika Saraswati, Hukum Perlindungan Anak di Indonesia, Bandung: PT. Citra Aditya Baki,
2015, him.12.

2! Satjipto Raharjo, llmu Hukum, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000, him.53.

% Ibid.,hIm.69.

2 Muchsin, Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia, Surakarta;
Magister IImu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003,him.14.



Bentuk perlindungan hukum terhadap anak tersebut merupakan
suatu bentuk atau usaha yang diberikan oleh Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Perlindungan Anak kepada
anak agar tidak menjadi korban dari suatu tindak pidana.?* Salah satunya
dalam Pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak, bahwa “Setiap anak berhak memperoleh perlindungan
dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang

tidak manusiawi.”
2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban adalah suatu perbuatan yang tercela oleh
masyarakat dan itu dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya. Untuk itu
pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat
dipertanggungjawabkan, ini berarti harus dipastikan terlebih dahulu yang
dinyatakan sebagai pembuat suatu tindak pidana.?® Menurut Moeljatno
orang tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kecuali orang

tersebut telah melakukan perbuatan yang melanggar aturan pidana.?

Seseorang yang melakukan tindak pidana harus memenuhi unsur

kesalahan baru dapat dijatuhi sanksi pidana tergantung kasus pelaku

% Rika Saraswati, Op.Cit.,hIm.13.

% Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Jakarta: Aksara Baru,
1990, him.80.

?® Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta, 1993, him.155.



tersebut. Merujuk pada Pasal 44 KUHP yang merumuskan, bahwa
“Apabila seorang tidak dapat mempertanggungjawabkan pidana yang
disebabkan akibat adanya cacat fisik atau adanya gangguan penyakit jiwa
yang mana orang tersebut tidak dapat diberikan sanksi pidana”. Sehingga
seseorang tidak dapat diminta pertanggungjawaban pidana apabila
perbuatan pada kasus pelaku tersebut bukan merupakan suatu perbuatan

melawan hukum.

Anak yang melakukan suatu perbuatan melawan hukum dikenakan
ancaman pidana yang ditentukan dalam Pasal 47 Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana mengatur apabila hakim menjatuhkan pidana kepada anak,
maka maksimum pidana pokok terhadap tindak pidananya dikurangi
sepertiga. Namun jika perbuatan itu diancam dengan pidana mati atau
penjara seumur hidup, maka dijatuhkan pidana penjara paling lama 15
tahun dan tidak boleh dijatuhkan hukuman-hukuman tambahan dari Bab 11

Pasal 10 KUHP?' huruf b, nomor 1 dan 3.

a.

b.

?” PIDANA Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merumuskan bahwa, Pidana
terdiri atas:
Pidana Pokok

1. Pidana mati

2. Pidana penjara
3. Pidana kurungan
4. Pidana denda

5. Pidana tutupan

Pidana Tambahan

1. Pencabutan hak-hak tertentu
2. Perampasan barang-barang tertentu
3. Pengumuman putusan hakim



Sedangkan anak yang melakukan suatu perbuatan melawan hukum
dikenakan ancaman pidana setengah dari maksimal ancaman pidana dari
orang dewasa, jika penjatuhan pidana seumur hidup dan pidana mati tidak
dapat diberlakukan terhadap anak, ketentuan ini diatur di dalam Pasal 81

UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pengertian Sistem Peradilan Pidana anak juga diatur dalam Pasal 1
Angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara
anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai
dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Peradilan Pidana
Anak juga merupakan suatu peradilan yang menangani perkara pidana

yang menyangkut anak, yang disebut dengan sistem peradilan pidana

dalam masyarakat, termasuk dalam suatu sistem yang disebut dengan
sistem peradilan pidana dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi
kenakalan anak, sekaligus juga diharapkan dapat memberikan
perlindungan kepada anak nakal yang mengalami benturan dengan

hukum.?® Anak yang melakukan kenakalan anak atau perbuatan melanggar

% penjelasan Pengertian Anak Nakal menurut Pasal 1 Butir (2) Undang-Undang Nomor 3
Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak merumuskan, Anak Nakal adalah:
a.  Anak yang melakukan tindak pidana; atau
b.  Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut
peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan belaku dalam
masyarakat yang bersangkutan.



hukum akan tetap diproses, dapat dimintakan pertanggungjawabannya

sesuai ketentuan hukum yang berlaku.?
G. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan
penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan melalui kajian
terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan penelusuran
terhadap bahan-bahan hukum yang berhubungan melalui kajian pustaka.*
Sehingga sumber datanya terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum
sekunder dan tersier.®! Penelitian hukum normatif ini dilakukan dengan
cara mengumpulkan bahan-bahan yang berasal buku kepustakaan atau
sumber bahan yang memiliki hubungan dalam membahas tindak pidana
terorisme yang dilakukan anak dan seluruh peraturan perundang-undangan

untuk menjadi pelengkap bahan yang dikumpulkan penulis®
2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah:

2 Jefferson B. Pangemanan, Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Sistem Peradilan
Pidana Indonesia, www.download.portugal.org diakses tanggal 23 Juni 2018, Pukul 19:45 WIB.

%0 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat,
Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006, him. 13.

1 Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rajawali
Pers, 2012, him. 118.

%2 zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, him. 24.
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a. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach)

Pendekatan Perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan
dengan cara mempelajari semua Undang-Undang dan segala aturan
yang memiliki hubungan dengan isu hukum yang menjadi objek kajian
penelitian. ** Dengan menggunakan telaah normatif yang berkaitan
dengan fungsi diversi terhadap tindak pidana anak yang melakukan
terorisme baik dalam proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan

perkara anak di pengadilan negeri.

Pendekatan Kasus (Case Study Approach)

Pendekatan kasus dalam penelitian normatif bertujuan untuk
mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang
dilakukan dalam praktek umum. Terutama untuk kasus-kasus yang
telah di putus sebagaimana yang dapat dilihat di dalam yurisprudensi
terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian jelas kasus-
kasus yang telah terjadi serta menggunakan hasil analisisnya untuk

bahan masukan dalam implementasi hukum.*

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

56.

% Soerjono dan Abdurahman, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rineka Cipta, 2003, him.

34 Johny Ibrahim, Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif, Malang: Bayumedia

Publishing, 2005, him. 268.



Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian normatif
ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari
dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian,
hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan
peraturan perundang-undangan.® Bahan hukum yang terdiri dari bahan
hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.*
Sumber bahan hukum didapatkan dengan menggunakan penelitian

kepustakaan atau normatif yakni penelitian menggunakan teknik

pengumpulan data yang didapatkan dari bahan hukum yang tertulis. Data

sekunder dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis, yaitu:
1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat
yang berisikan suatu gagasan.>’ Bahan hukum yang mempunyai

otoritas, yang berupa:

a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem

Peradilan Pidana Anak;

b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan

Anak;

% Zzainudin Ali, Op.Cit.,hIm. 106.
% Amiruddin, dan Zainal Asikin, Loc.Cit.
%7 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Op.Cit., him. 52.



2)

3)

c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Terorisme Menjadi Undang-Undang;

d. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang

Perlindungan Anak;
e. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); dan
Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang tidak mengikat yang
memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang didapat
dari pendapat para ahli, contohnya jurnal-jurnal hukum, buku, dan

sebagainya.®
Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang sebagai

pendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,

% bid.



contohnya kamus-kamus baik itu Kamus Besar Bahasa Indonesia

maupun Kamus Hukum.*®
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik Pengumpulan bahan hukum penelitian yang digunakan oleh
penulis dalam penelitian ini, yakni dengan cara mengidentifikasi,
mengumpulkan peraturan perundang-undangan atau menggunakan teknik
meneliti kepustakaan yang berasal dari peraturan perundang-undangan,
dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian sering disebut sebagai studi
kepustakaan (library research).® Studi kepustakaan adalah pengumpulan
bahan-bahan hukum yang tertulis dilakukan dengan cara menganalisis
konten mengambil dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan

bahan hukum tersier.**
5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian tentang implementasi
diversi pada anak yang melakukan tindak pidana terorisme dihubungkan
dengan asas kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak ini
menggunakan analisa kualitatif melalui metode yang bersifat deskriptif,

dengan maksud untuk memaparkan serta menjelaskan secara keseluruhan

* Ibid.
“0 Zainudin Ali, Op.Cit.,hlm. 106.
41 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada, 2017, him.29.



bahan hukum yang telah didapat dari studi kepustakaan yang berkaitan
dengan skripsi ini, tujuan deskriptif adalah untuk membuat deskripsi
disusun secara sistematis dengan diperjelas secara terperinci fakta-fakta,
sifat-sifat serta hubungan antara topik dengan permasalahan yang
dibahas.*” Semua bahan hukum tersebut dilakukan analisis dan diambil
kesimpulan untuk memecahkan atau menjawab permasalahan dalam

skripsi ini yang dilakukan oleh penulis.*®

Teknik Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan adalah hasil akhir yang didapatkan dari suatu penelitian yang
telah memenuhi tujuan penelitian. Teknik penarikan kesimpulan yang
digunakan dalam penelitian ini adalah teknik penarikan kesimpulan secara
deduktif yaitu penarikan kesimpulan yang berawal dari pengertian umum
menuju pernyataan yang bersifat khusus dengan menggunakan penalaran

1.** Aturan-aturan umum ini dijabarkan terlebih dahulu dalam

atau rasiona
wujud aturan-aturan hukum yang lebih kongkret sehingga akan dapat
ditafsirkan dan disimpulkan secara lebih khusus untuk menjawab

permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

him. 10.

*2 Moh. Nazir, Metode Penelitian, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003, him. 16.
*8 Zainudin Ali, Op.Cit.,hlm.152.
* Bambang Sunggono, Metodelogi Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007,
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